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Penegakan Prinsip FPIC: Sebuah Tantangan
Profesi Hubungan Masyarakat

R. Sumantri Raharjo
Akademi Komunikasi Indonesia

Pendahuluan

Free, Prior, amd Informed Consent (FPIC) merupakan suatu prinsip
untuk membuat keputusan awal tanpa paksaan bagi masyarakat terhadap
pelaku wsaha atau proyek yang akan membuka lahan usaha, Mengacu
pada konsep FPIC dari Forest People Programme (Colchester, 2014),
masyarakat mempunyal hak untuk mendapatkan informasi {informed),
sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan
dalam wilayah mereka Berdasarkan informasi tersebut, mercka secara
bebas tanpa tekanan menyatakan {free) setuju atau menolak. Masyarakat
{pribumi} dalam hal ini mempunyai hak untok menentukan jenis
kegiatan pembangunan macam apa yang diperbolehkan dalam tanah
dan wilayah mereka.

Dt Indonesia, prinsip ini muncul dan dupia usaha dalam pemanfaatan
hutan untuk kepentingan ekonomi dimana banvak kasus pelanggaran
PEFIHHUT.IHE'I'.I tﬂl'.l.!]'l mas].'arakal t:'.'lﬂ]!lﬂ pﬂt&[‘lujuan E.'II'I'EI 'l."‘.'E.nEI .'].L!'_hil'n.':l'ﬂ.
berujung konflik. Namun demikian, prinsip ini dalam perkembangannya
tidak hanya berlaku untuk proyek di bidang kehutanan saja, tapi juga
di bidang lain seperti tambang ataw industrl manufaktur, Penegakan
prinsip FPIC secara hukum mempunyal landasan kuat terkait deklarasi
hak azasi manusia dimana setiap orang punya hak untuk menentukan
nasib hidupnya. Secara khusus FIPC juga diakui oleh PBB dalam United
Mation Declaration on Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Banyaknya kasus pelanggaran hak warga atau adat yang dilakukan
perusahiaan mengindikasikan perlunys penegakan aturan-aturan
pemerintah  yang relevan mengatur tentang penghormatan  hak
masyarakat dalam pembukaan lahan ataupun wsaha baru, Laporan
Human Right Watch tahun 2013 menunjukkan adanya penghilangan
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terhadap hak-hak masyarakat pribumi dalam  penggunaan lahan
masyarakat untuk kepentingan ussha. Banyaknya RSPO {Roundiable
on Seestainalde Palmi O4l) yang melanggar hal: rakyat dalam penggunaan
lahan dan lemahnya tata kelola pemerintaban membual masvarakat
pribumi kehilangan hak-hak dasarnya. Kasus-kasus tersebut merupakan
contoh pelanggaran terhadap hak-azasi manusia secara umum, dan hak-
hak masyarakat pribumi secara khusus, Konflik yang berkepanjangan
dan proses pengadilan terhadap kasus-kasus yang terfadi menunjukkan
biahwa pendekatan hubkum menjadi pilihan dalam penyelesaian persoalan
antara pelake usaha dan masyarakat Mal ini tidak sesuai dengan
prinsip hubungan masyarakat yang mencoha menyelesaikan persoalan
herdasarkan itikad balk pada semua publik atau pemanghu kepentingan,

Dalam lmu Hubungan Masyarakat (public relatfons), masyarakal
sekitar organisasi (perusahaan) merupakan salah satu publik yang
keberadaannya menunjang  keberhasilan  perusahaan baik secara
langsung maupun tidak langsung, Hubungan baik dengan komunitas
sekitar (communily relations) merupakan faktor penunjang dalam
memperlancar operasional perusahaan untuk mencapad tujuan, namun
sehaliknya hubungan vang buruk akan membawa persoalan yang
berpotensi konflik dan cenderung mengganggu kegiatan operasional
perusahaan dan menimbulkan kerugian dalam jangka panjang. Oleh
karena iy, proses komunikasi dalam konteks pembukaan lahan usaha
atau sebuah proyek baru harus dikedepankan dan dimulal sejak awal
daripada pendekatan hukum. Masyarakat pribumi sebagai pemangku
kepentingan dan mempunyai hak sebagai pemilik tanah, sumber daya
alam sudah seharusnya ikut teclibat dalam penpambilan keputusan
terhadap rencana kegialan yang akan dilakssnakan di wilayah mereka.
Proses pelibatan masyarakat sebagai bagian dari penghormatan pada hak
masyarakat dilakukan melalui pendekatan komunikasi persuasif,

Pendekatan komunikasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC
harus dilakukan dalam sebuah proses yang benar, jujur dan transparan
agar mudah diterima oleh masyarakat. Komunikasi antara organisasi
dan masyarakat dalam hal ini harus bersifat dua arah secara berimbang
dan dalam kedudukan yang setara sehingga kedua belah pihak merasa
nyaman dalam berinteraksi, Lattimore et.al. (2010:255) menyebut hal ini
sebagai hubungan saling ketergantungan antara lembaga dan komunitas
schingga kedua pihak memperoleh keuntungan dalam kepentingannya
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MAsing-masing,

Perusahaan yang menyadari pentingnya masyarakat sehagai hagian
dari bisnis akan memberikan perhatian pada kepentingan masvarakat
fokal dengan segala aturan, norma, adat dan budaya yang dimilikinga.
Penghormatan terhadap prinsip-prinsip lokal seharusnya menjadi sebuah
pertimbangan dafam pengambilan kebijokan korporal sehingga bisnis
yang dilakukan akan selaras dengan harapan masyarakat Holzer (2010
+ 77) menyebut hal i sebagai pembentukan prinsip-prinsip integral
dalam prakick bismiz dengan mempertemukan akifitas bisnis dengan
harapan-harapan masyarakar, Pertemuan antara kepenlingan bisnis dan
kepentingan masyarakat akian membentuk sistem kemitraan yang secara
jangka panjang akan memberi keuntungan kedua belah pihak.

lika sejak awal pelaku wsaha mempunys stikad baik untuk
bekerjasama dengan masyarakat, maka prinsip-prinsip FPIC dapat
menjadi motivasi yang mendorong dan  memperkuat  hubungan
kemitraan dalam rencana pembangunan  berkelanjutan. Hubungan
kemitraan akan memposisikan masyarakat dalam hubungan yang setara
dan saling bersinergi. Rencana usaha/proyek yang disiapkan dalam hal
imi tentu juga sudah akan dirancang menyesuvaikan dengan prinsip.
prinsip dan aturan yang berlaku di masyarakat. Praktisi humas dalam
hal ini mempunyai tantangan untuk melakukan sebuah pendekatan
komunikasiuntuk terlaksananya prinsip-prinsip FPIC pada usaha/proyek
yang baru divsulkan pada masyarakat tertentu untuk mendapatkan ijin
operasi tanpa ada unsur paksaan, kekerasan, dan mamipulasi terhadap
masyarakat yang dituju.

Artlkel maupun laporan penelitian tentang FPIC masih jarang
ditemukan terutama di Indonesia , beberapa tulisan 1entang FPIC yang
ada sebelumnya antara lain:

1. Penelitian Kirstin A Jenvold-Rumage (2014) berjudul "Implementing
Free, Prior, and Informed Consent : Investigating Processes [or
Community Review Boards and Community Based Participatory
Consent in Native American and Alaska Native Communities.
Penelitianinimerupakan kajian literaturtentang proses, implementasi,
dan pemberdayaan FPIC dengan data tambahan berupa analisis
parlisipasi masyarakat yang dilakukan dengan wawancara pada
masyarakat pribumi. Kesimpulan penelitian ini antara lain : a) Proyek-
proyek dan kegiatan pada masyarakat Alaska menciptakan standar
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seperti yvang dibarapkan dae hubungan dengan masyarakat pribumi
Pertimbangan waktu, komunikasi, dan budaya merupakan  hal
penting untuk menciptakan hubungan vang schat dan ""““”E'- periaya.;
bl Dalam memelihara persetnjuan {ijin masyarakat}, hukan hanya
pemerintah dan perusahaan saja vang harus memastikan prinsip-
prinsip FPIC terjaga, masyarakal pribumi juga punya peranan yang
menentukan.Oleh karena itu, pelibatan masyarakal pribumi dalam
mencari suara masyarakat dalam penelitian merupakan hal penting.

Penelitian  tni menunjukkan  bahwa  proses  pendekatan  pada
masyarakat dalam menciptakan standar hubungan dalam memperolel;
persetujuan masyarikat pribumi dalam melaksanakan sehuah proyek
merupakan hal yang peating. Proses pemeliharaan prinsip prinsip
FPIC dalam hal ini harus selalu terjaga dengan melibatkan peran
pemerintah, perusahaan dan masyarakan,

Penelitian Alvin Yulityas Sandy {2013) dengan judul “Implementasi
Prinsip Free Prior of Informed Consent oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas dan PT. Sejahiera Alam Energy dalam Provek
Panas Bumi di Baturaden Gunung Slamet Jawa Tengah”. Penelitian
ini menggunakan metode studi kasus dengan perspekiil relas
Megara, pasar dan publik. Kesimpulan penclition menunjukkan
bahwa pelaksanaan prinsip FPIC masih jauh dari talaran ideal
jika dibandingkan dengan standar pelaksanaan dari UNREDD4+
[ndonesia. Penelition i menunjukkan bahwa walaupun sudah ada
aturan pemerintah yang memayungi pelaksanaan kegiatan, namun
pelaksanaan di lapangan belum tentu sesuai dengan standar vang
diharapkan.

Kajian John R Owen dan Deanna Kemp (20014} yang |_1-|:rj'ud|.|.]_
“Free Prior and Informed ConsentSocial Complexity, and
The Mining Industry:Establising a Knowledge Base” Owen &
Kemp dalam kajian ini memberikan pandangan kritis terhadap
pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC di industry tambang. Kajian ini
menyimpulkan bahwa (1).Persoalan dalam pelaksanaan FPIC di
industrl tambang sangat kompleks, hubungan industri-komunitas
berkutat di persoalan tanah, hubungan dengan burub, penggunaan
sumber daya alam, dan hubungan yang tidak seimbang;(2).5trategi
dalam pelaksanaan FPIC yang digunakan Industrl cenderung tidak
original dan tidak produktif;(3).Agenda FPIC scharusnya dilakukan
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oleh para pengambil keputusan, para penaschat cksternal, para
manages lambang, dan para prakeisi sosial yang dapal memecahkan
kompleksitas persoalan sesial. Penelitian ini menunjukkan bahwa
strategi maupun pendekatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip
FPIC pada masyarakat pribumi sering tidak produktil karena ide-
ide pendekatan yang dilakukan tidak berbasis pada persoalan dan
karakter masyarakat pribumi yang didapat melalui penclitian vang
secard natural akan menghasilkan rekomendasi pendekatan yang
sesuai pada masyarakat pribumi. Kompeksitas persoalan dalam
proses dalam menciptakan strategi yang tepat menuntut keterlibatan
para pengambil keputusan, para penasehal cksternal dan ahli sosial
selisnigga proses yang dilakukan menjadi efekeif

kajian Tendoi Avobpo (2012} berjudul "Free, Prior, and Informed
Consent:Implications  for Transnational Interprises” Kajian ini
membahas implikasi dari pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC oleh
perusahaan transnasional di bawah hukum internasional, Kesimpulan
vang diperoleh antara lain: a). Inti dari FPIC adalah penentuan
nasib penduduk pribumi oleh dirinya sendiri (self determination)
dalam konteks keadilan lingkungan dimana komunitas masyarakat
pribumi memperoleh hak-haknya serta memberi solusi kelaparan
den kemiskinan masyarakal setempat,; b) Pelaksanaan FPIC harus
memberi keuntungan pada pemerintah, perusahaan dan masvarakat
pribiemi; ¢} Prinsip-prinsip  FPIC  memainkan peran dalam
mengurangl dampak buruk relokasi secara paksa seperti kelaparan
dan marginalisasi ckonomi, serta member dulkungan vital pada
perjuangan keadilan terbadap lingkungan.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan pentingnya strateg

dan pendekatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC, Keberadaan
payung hukum internasional maupun lokal ternyata tidak menjamin
pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC dalam pelaksansan sebuah proyek.
Proses pelaksanaan kegiatan usaha atau proyek pada masyarakat tertentu
seharusnya menjamin terjaganya hak-hak masyarakat seternpat dalam
pelaksanaan kegitan tanpa adanya pemaksaan.Penelitian Rumage
memberi pengakuan pada proses penelitian yang benar pada masyarakat
yang kemudian skan memberikan dasar yang kuat pada hubungan antara
pelaksana proyek dan masyarakat pribumi.Apa yang dilakukan Rumage
jika dimasukkan dalam kajian proses manajemen hubungan masyarakai
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masih berada dalam (abap awal dimana sebuah progrum haros diawali
dengan sebuab penelitian untuk memberi akurasi pada rencana yang
dilakukan, Minimnya akurast program seperti yang ditunjukkan pada
kajian Owen & Kemp juga meropakan akibat darl proses vang tidak
mampu memecahkan kompleksilas persoalan dalam pelaksanaan FPIC
dalam mempertemukan kepentingan  perusahaan dan  kepentingan
masyarakat pribumiOleh karena itu, tulisan ini berusaba mengkaji
langkah-langkah atau proses dalam melaksanakan kegiatan proyek atau
usaha baru dalam perpektil hubungan masywrakat. Proses manajemen
hubungan masvarakat dibarapkan dapat memberikan alternatil solus:
terhadap rentannya penerapan prinsip-prinsip free, prior, ad informed
consent terutama pada usaha-usaha atan proyek yang masih dalam proses
memperoleh ijin komunitas.

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada konsep prior, masyarakat pribumi mempunyai hak
uniuk memutuskan setuju ataw tidak setuju sebelum  secbuah kepiatan
usaha ataw preyek yang akan dilaksanakan, Dikaji dalam perspektit
hubungan masyarakat, sebuah kegiatar usaba atay proyek seharusnya
lehib dabulu memperolels ijin dari masyarakat setempat {pribumi)
sebelum memproses fjin usaha atay proyek pada pemerintah. Eoodis i
hanya hisa dicapai jika para pemilik usaha atau proyek melakukan proses
pendekatan pada masyarakat setempat dan mampu meyakinkan bahwa
kegiatan kegiatan mereka akan memberikan manfaat bagi masyarakat
serta memperhatikan segala kearifan lokal seperti norma, adat, budaya,
serta kepentingan masyarakal setempat. ljin masyarakat menurut
‘Thomson & Boutillier dalam Buxion & Wilson (20013:21) ditunjukkan
dengan tiga syarat yaitu: a) legitimasi sostal terkait dengan penghormatan
terhadap norma-norma masyarakal baik norma legal, sosial. maupun
kulturalib) kredibilitas yang ditunjukkan melalui penyedizan informasi
yang benar dan jelas, serta mematuhi semus komitmen yang disepakati
dengan komunitas masyarakat; ¢} Kepercayaan yang dilumbubikan
melalui aktivitas berbagi pengalaman dalam menciptakan kesempatan
berkolaborasi dan kerjasama. Pendekatan yang baik akan menghasilkan
persetujuan secara sckarcla dar masyarakat.

Prinsip kesukarelaan (free) menunjuk pada persetujuan masyarakat
pribumi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan
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di wilayah mereka, Hak kebebasan masyarakat pribumi dalam proses
FMC menurut Forest Stewadship Council (Vlist & Richert, 2012 ¢ 11-
12) antara lain; a) Kebebasan  masyarakat untuk menyetujui dengan
melalui proses dan pengambilan keputusan tersetrukiur b) Proses yang
dilakukan bebas dari paksaan, tidak bias, dan bebas suap; ¢} Masyarakat
mempunyai hak untuk menyatakan “tidak” dan menegosiasikan syarat-
syarat yang ditentukan untuk menyatakan persetujuan; d} Lokasi, waktu,
dan bahusa yang digunakan harus disetujui oleh masyarakat; d) Informas:
harus disumpatkan oleh organisasi secara transparan dan obyektil; e
Sermua anggota masyarakat mempunyai hak berpartisipasi; [} Apabila
negosiasi berhenti, harus tersedia akses pada pihak lain sehagai suimber-
sumber independen uniuk memperoleh informasi tambahan, memediasl
resolusi atau memperkuat posisi pemegang hak dan; g) Persetujuan tidak
akan diberikan anpa ada konsensus.

Persetujuan tiduk berarti langsung setuju atau menolak, tapi
merujuk pada proses dimana terjadi negosiasi antara pelaku usaha dengan
masyarakat hingga muncul sebuah kesepakatan atau ketidaksepakatan
di antara keduanya. Partisisipasi masyarakat dalam proses pencapaian
persetujuan usaba/proyek berbasis informasi yang leagkapjujue, dan
transparan.  Kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan akan rerjadi
apabila komunikast diantara kedua belah pihak berjalan dengan baik,
komunikasi yang batk harusdilandasi dengan kemavan [ good willl masing
masing pihak dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
Kerjasama yang baik dalam konteks hubungan masyarakat akan
herlangsung lama jika posisi tawar kedvanys seimbang  sehingga
lomunikast bersifat dua arah  (simetrical fwo ways comunication).
Dalam hal ini pihak pelaku usaha harus menginformasikan segala hal
terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan termasuk akibat-akibat
yang akan ditimbulkan terkait dengan aktivitas tersebut. Keputusan akhir
masyarakat pribumi akan ditentukan oleh informasi-informasi tersebut
dimana masyarakal bisa jadi akan memberikan ketentuan-ketenluan atau
prasyarat-prasyarat untuk memberikan persetujuannya. Oleh karena itu,
dalam menerapkan prinsip-prinsip FPIC, partisipasi masyarakat sangat
penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan korporat sehingga
proses manajemen hubungan masyarakat yang baik akan menentukan
keberhasilan dalam menegakkan penerapan prinsip-prinsip tersebul.

Proses manajemen dalam melaksanakan prinsip-prinsip FPIC
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memerlukan pentahapan untuk mencapai hasil terbaik, Mengacu pada
prinsip prioe dimana keputusan masyarakat ditentukan: sebelum suatu
kemiatan usaha (proyek) dimulai, maka humas tidek bisa melakukan
fungsinya komunikasmmya sendin, sebagaimana hasil kajian Owen &
Kemp, para pengambil keputusan dan bagian-bagian relevan dengan
persoalan sostal juga harus terlibat sehingea humas merupakan baglan
dari koalisi dominan manajemen dalam memecahkan persoalan yang
dihadapi. Peran humas sebagai bagian koalisi dominan dalam proses
melaksanakan prinsip-prinsip FPIC juga ditekankan oleh Colchester
(2006-31) dimana pembuat komitmen bukin hanva dilakukan oleh
bagian humas tapi Juga meliputi para pengambil kepuluasan,

Hukum Internasional dalam FPIC

Pelaksanaan prinsip FPIC mengacu pada deklarasi PBE tentang
hak—hak asasi penduduk pribumi (United Mation Declaration on Rights
of Indigenous People-UNDRIP) tahun 2006, Berdasarkan deklarasi
PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi pasal 3 menunukkan bahwa
masyarakal pribumi mempunyai hak untuk menentukan nasiboya
sendiri,dan berdasar atas halk tersebut mereka dengan bebas menentukan
status politik mereka dan mengusabakan pembangunan ekonomi, sosial
dan budaya mereka. Hal ini diperkuat dengan pasal 4 vang menyatakan
bahwi masvarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka wntek
menentekan pasib sendird, mempunyal hak atas otonomi atae untuk
mengatur pemerintihan sendiri yang berhubungan dengan urusan
internal dan lokal, juga cara dan media untek membiayal fungst-fungsi
otonomi tersebul,

Pelaksanaan FPIC menurut Bernadinus Steny (2005 : 6) mempunyai
tiga implikasi yaitu hukum, politis, dan sosial. Implikasi politis mrnu.njuk
pada kewajiban untuk mentaali kehendak rakyat (masyarakat) dimana
tidak ada kekuasaan yang lebil tinggi dari suara rakyat Implikasi ini
memberi kewajiban pada pelaku usaha dan bahkan Negara untuk
menghormati suara masyarakat dalam menentukan kebijakan yang
akan diambil terkait aktivitas usaha atau proyek yang akan dijalankan.
Berdasarkan standar minimum  penduduk asli dalam deklarasi PRB
tentang hak-hak penduduk asli, Negara berkewajiban untuk mengakui:
a) Pengambilan keputusan penduduk pribumi terkait nasibnya sendiri
{self determination); b} Partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang
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berkaitan tentang dirinys | ) Mengontrol dan menggunakan sumber-
sumber alam dan tanah teadisional; d) Memelibara, mengontrol, dan
melindungi  dan mengembangkan warisn budaya; dan ¢) securify
subsistence and development.

Implikasi FPIC secara hukum menunjuk pada kesetaraan derajat
antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan penolakan rerhadap
is1 perjanjian yang sewenang-wenang. Hal merupakan perwujudan dari
azas paling mendasar dalam hubum yvaitu equality before law (kesamaan
di depan hukum) dan kebebasan berkontrak Sedangkan implikasi sasial
merupakan bentuk pengakuan terhadap hak dan etoritas masyarakal
terhadap tanah dan wilayahinya untuk mencegah adanva konflik sosial

sebuah perusahaan atau proyek yang akan menggunakan lahan di
suatu lingkungan masyarakat tententu harus memperhatikan hak-hak
masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya, Pemaksaan terhadap
konsep bisnis maupun peradaban yang tidak dapat diterima oleh
prinsip—prinsip Iokal hanya akan menimbulkan konflik yang secara
langka panjang akan merugikan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak
hanya perlu dipahami oleh pelaku usaha saja, tapi juga pemerintah
sebagai pemegang regulasi formal. Tanpa adarya kesadaran dari pelaku
usahu dan pemerintah terhadap prinsip-prinsip lokal, masyarakat hanya
akan menjadi obyek yang cenderung tersingkir oleh kepentingan-
kepentingan sepihak yang tidak menghormati keberadaan mereka yang
lebily dulu menempati dan beraktifitas di kawasan tersebut.

FPIC dalam konteks hubungan Komunitas dan tanggungjawab sosial

Konsep komunitas dalam konteks FPIC menurut Frank Jefkin
dalam [riantara (2013 : 22) adalah kelompok orang yang tinggal di
sekitar wilayah operasi satu organisasi yang bisa berupa pabrik, areal
perambangan, kantor atau bengkel, Jefkin dalam hal ini melihat organisasi
merupakan bagian masyarakat yang bertetangga. Konsep tetangga yang
baik bilamana schuah keluarga dapat berhubungan baik dengan tetangga-
tetangga di sekitarnya dimana mereka saling berinteraksi satu sama lain
secara harmonis dan member manfaat bagi lingkungannya.

Sebuah organisasi yang berada dalam sebuah komunitas masyarakat,
pada kakekatnya merupakan satu keluarga yang menjadi warga dari
masyarakat tersehut, Sebagal warga, organisasl mempunyai hak dan
kewajiban dalam lingkungan masyarakal. Posisi tersebul mempunyai
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konsekuensi sosial dalam memperpuangkan  kepentingan-kepentingan
sosial masyarakat, sekaligus menanggung resiko-resiko sosial yang
mungkin terjadi. Dalam konteks pelaksanaan FPIC, pelaku usaba atau
proyek baru akan memproses din untuk mendapat ijin rmenfadi wargi
di wilayah dimana mereka akan beroperasi, Proses mendapatkan ijin
masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas tersebut harus dilakukan
dengan itikad baik sebagal calon warga. Suatu itikad baik harus
ditunjukkan dengan penyesuaian penyesuaian terhadap lingkungan,
adlat, budaya, serta kepentingan-kepentingan masyarakat sclempat. Hal
ini merupakan proses tak lerbindarkan untuk dapat diterima sehagal
warga yang baik. Proses melaksanakan prinsip-prinsip FPIC 1 dalam
konteks hubungan masvarakal merupakan langkah awal dalam menjalin
h“h'-'-“!-F”' d[‘nga:n komianitas yang erorientas jTIIIj_!,F-'.iI- pranjang. Burke
{1999 : 5) menyebut hal ini sebagai kontrak psikologis antara masyarakat
dan perusahaan dimana masing-masing pihak mempunyai harapan yang
harus diwujudkan melalui kerjasama. Kerjasama dibangun atas dasar
saling percaya berbasis pada prinsip yang disepakati untuk kehidupan
vang lebih baik Keberadaan usaha atau proyek sebagai bagian masyarakat
yang sudah mencapai persetujuan, dan diterima masya rakat. pada tahap
selanjutnya harus ditindaklanjutl dengan adaptasi secara terus-menerus
itk mewujudkan anggungiawal sosial

Dalam  perbembangannya,  fungsi-fungsi  sosial - organisasi  ini
menghadapi persoalan semakin kompleks dengan keberadaan orgamsasi
vang heroperasi di lebih dari sane Negara, Kondisi inilah yang akhirny
memunculkan kebutuhan terthadap pedoman tanggung jawab bertaral
internasional. Kebutuhan itulah yang kemudian melabickan 150 260040 yang
merupakan pedoman tanggungjawab sosial untuk semia organisasi. Ronsep
tanpgungjawith sosial dalam draf 150 26000 juga lebih lenghap dibandingkan
dengan konsep-kansep sebelumnys dimana tanggungjawab sebuah organisasi
terhadap dampak-dampak kebifakan dan aktivitasnya melalui perilaku etis
dan transparan yang memberi sumbangan pada pembangunan berkelanjutan,
kesehatan dan kesefahteraan masyarakat; mengakomodasi harapan-harapan
pard pemangku kepentingan; sesuai dengan holum yang berlaku dan
konsisten dengan norma perilaku imernasional,dan tenintegras: melalul
hubungan antara organisasi dan relasinya. Secara garis besar, tanggung jawab
sosial organisasi dalam 150 26000 berorientasi pada tercapainya tata kelola
organisasi yang baik (good corporate governance) yang dalam prakieknya
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mampu mempertanggungiovabkan semua kebijakan dan aktivitas-aktivitas
operasionalnya. Konsep ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC yang
difalankan dimana pelaku usahafproyek dituntut melakukan  kebijakan
dan aktivitas secara benar secara hokum, sosial dan cultural serta mampy
mengakomodasi kepentingan masyarakat pribumi dengan hak-hak yang
dimilikinya

Pedoman tanggungiawabsosialdalam 150 26000 mencakup 7 {tujuh)
subyck inti yang terdiri dari tata kelola organisasi, hak azasi manusia,
praktek perburuban, prakiek operasi yang adil, isu-isu konsumen.
lingkungan, serta kelerlibatan dan pengembangan masyarakat, Semua
unsur lersebut bersitat holistik dan ada saling ketergantungan antara
unsur satu dengan yang lain, Dari 7 (tujuh) subyek imi tersebur, secara
parsial ada 4 wnsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat
pribumi dalam prakiek pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC yaitu :
persoalan hak azasi manusia dalam hal ini masyarakat pribumi, prakeek
operasi proyek/usaha yang memberi keadilan pada masyarakat pribumi,
pemeliharaan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat pribumi, serta
isu keterlibatan dan pengembangan masyarakat pribumi.

Gambar 11 Subyek Intl Tanggung Fawab Soslal dalam 150 26000
Sumberalrafl 150 2604, 2009

Tata kelola organisasi yang baik merupakan landasan dasar untuk
bisa menangani segala persoalan operasional organisasi termasuk
dalam mengelola isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.
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Dengan tata kelola organisasi yang baik, organisasi telah menunjukkan
tanggungiawabnyva terhadap semua stakeholder yang pada akbarnya
menciptakan reputas: yamg baik pula, Repulasi organisasi yang baik akan
menciptakam kredibilitas serta kepercaynan terhadap pengelolanya, hal
ini akan memberi kevakinan masyarakat untuk lebib mudah menvatakan
perselujuin terhadap operasi usaba/proyek yang daesulkan

Hak azasi manusia merupakan ise utama dalom menegokbkan
prinsip-prinsip  FPIC terutama hak masyarakat untuk  menentukan
masilinya sendint serta menentukan tata kelola secara olonom terhadap
sumber sumber daya aliom Ji tanah dan wilayah mereka. Terkabt dengan
k- hak vamg dimiled masyaralean pribomi, maka argamisass atan pelaku
unatha vamg ingin mermantaatkam tnah ataapun samber dava alam yang
ada dalam wilayal mereka harus mendapatkan ijim masvarakat setempat
sehagal pemangku hak

lsu keadilan pada masyarakat pribumi sangat sensiiil dalam
pemberian {in operasi pada pelaku wsaha!proyek baru Pelaku wsaha
harus mampi menjalin bubungan dengan pemangku hak (masyarakat
pribumil antuk  mendapatkan  Kepercayasn  dengan menghormat)
norma hukom yang berlako df moasvarakat, Pelaku vsabia juga harus
mengharmati kepentingan-kepentingan muasvarakal  pribume werkag
dengan hak mereka untuk menentukan pengelolan samber dayva alam
dai tamab vang ada diwilavahya, Dalony konteks ekonomi, pelako waalia
hariis mengembangkan kesejabteraan masyarakat secara berkelanjutim,

Pemeliharann Hnglongan yang kondusifhagl rmasyarakat merupakan
baglan dur kesefahieraan yang harus jach komitmen para pelaku usaha
[ndusted harus bertanggungiowal terhadap dampak-dampak operasi
usaha yang dilakukannya terhadap lngkungan, Dalam pelaksanaan
FPIC pelaku usaha harus menylapkan rencana penanggulangan dampak
lingkungan (ervircnment risk managerment) secara baik. Hencana ini
harus disoslalisasikan dan mendapatkin persetujuan masyarakat sehelum
usaho/ proyek beroperasi.

Isu keterlibatan dan pengembangan masyarakal merupakan isu
utama dalam penegakan prinsip FIPC selain (su hak azasi manusia.
Pencapaian persetujuan masyarakat pribumi (consent) melekat dengan
keterlibatan mereka dalam pengambilan keputlusan terhadap rencana
aperasi usaha/proyek yang dilakukan. Komunitas masyarakat merupakan
pemegang hak techadap penggunaan segala sumber daya dan tanal yang
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ada di wilayahmya, oleh karena itu rencana kemitraen dan pengembangan
masyarnkat dalam jangka panjang merupakan agenda masyarakat yang
harus direspon secara baik oleh cndustrt dan menjads salah satu variabel
vang mempengaruhi kebijakan usaha

Penanganan 1su-isu yang tercakup dalam 1500 260060 harus
menggunakan 7 prinsip antara lain ; akuntabilitas, rransparansi, perilaku
elis. penghormatan pada kepentingan stikeholder, kepatuban terhadap
hukum, penghormatan terhadap norma perilaku Internasional. din
penghormatan pada hak azasi manusia.

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kebijakan dan tindakan
nrganisasi yang dilakukan secira benar, dapat dipertanggungjawibkan
pada semua stakeholder relevan, dan bertanggungjawab lerhadap segala
dirmpak operasional orgamisasi. Dalam hal e, masyarakat pribumi
sebugai pemanghu kepentingan dalam FPIC berhak tahu kebijakan awal
kegiatan usaba/proyek dan semua dampak yang mungkin ditimbulkan
baik secara langsung maupun tidak langsung, Semua informasi yang
didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam negosiasi perjanjian
maupun  pengambilan  keputusan  akhir  persetujuan  (consent),
Akuntabilitas yang baik akan membangun krecibilitas yang sangat
berguma untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap rencana
usaha alaw provek yang akan dijalankan,

Prinsip transparansi  mencakup  keterbukaan pelaku  usaha/
proyek terhadap segala kebijakan dan akiivitas yang mempunyai
dampak terhadap kehidupan masyarakat serta lingkungannya, Semua
Informasi yang disampaikan harus lengkap, akural, dan tdak ada yang
disembunyikan sehingga prinsip informed dalam FPIC terpenulit secara
maksimal, Informasi awal tentang usaha/proyek yang akan dilakukan
harus disampaikan secara jelas dan jujur untuk menciptakan kepercavaan
masyarakil.

Prinsip perilaku etis dalam proses melaksanakan prinsip-prinsip
FPIC berkaitan dengan aktivitas dan komunikasi yang dilakukan secara
jujur, membangun kesetaraan hubungan dengan masyarakat pribumi,
serta selalu menjaga integritas organisasi. Di samping ltu, Pelaku usaba
yang telah diberikan ijin operasi di wilayah yang menjadi hak masyaraka
pribumi sudah semestinya menghormati hak-hak masysrakat dengan
segala konschuensi yang menjadi tanggungjawabnya, Prinsip-prinsip ini
sangat penting untuk menciptakan peluang kolaborasi dan kerjasama
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dalam pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan (sustainabiliy
development).

Prinssp penghormatan pada kepentingan stakeholder  terkalt
respansibilitas orgamisasi lerhadap kepenimgan masyarakal prabumi dalam
wujud upaya-upava penvesuaian kehijakan maupun aktivites yang akan
diberlakukan dalam usaha ataupun proyek setelah adanya proses identifikasi
kepentingan dan pengenalan hak-hak legal yang dimiliki masyarakat.
Flekstbilitas kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat akan
mepermudah proses konsultasi dan pembuatan kerangka kesepakatan dalam
mengoperasitkan usaha/proyek pembangunan. Hal int menjadi konsekuensi
logis bag pelaku usaha yang akan mencan ijin komunilas

[Mrinsip kepatuban terhadap hukom  diimplementasikan dalam
penerepan prinsip-prinsip FPIC secara benar berdasarkan pada pavung
hukum yang relevan baik di tingkat internasional, nasional, daerah,
maupur adat. Dalam konteks untuk mendapatkan ijin masyarakat
pribumi. maka penghormatan techadap hukum lokal baik legal, sosial
dan kultural scharusnya menjadi prioritas ulama sebelum mengajukan
ijin para pemerintahan yang lebih tingei. Namun demikian, seringkali
pelaku usaha harus menghadapi ketidaksesuaian hukum/norma adat
dan hokum-hukom lain yang membaat proses pelaksanaan prinsip FPIC
mienjadt lebih lama dan lebih ruemitn

Penghormatan terhadap norma perilaku mtermasional mencakup
prinsip hilama hukum nasional di suata negara tidak cukup memenuhai
untuk melindungi lingkungan dan sosialnya, maka organisasi harus
mengacy pada norma hukum  internasional Sedangkan  prinsip
penghormatan pada nak azasi manusia dalam pelaksanaan FPIC
menunjuk pada perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi individu
penduduk pribumi terutama yang tercakup dalam deklarasi PEB tentang
hak-hak masvarakat pribumi (UNDRIF) tabun 2006

Proses Manajemen Hubungan Masyarakat

Prinsip FPIC diakul dan diderong  implementasinya  oleh
Perserikaton  Bongsa-Bangsa  (PEB) untuk melindungi  hak-hak
miasyarakat lokal (pribumi) dari intervensi kepentingan-kepentingan
yang cenderung memarjinalkan keberadaan dan peran mereka dalam
menentukan masa depan masyarakat dan wilayah dimana mereka tinggal.
Hubungan masyarakat sebagai profesi yvang membantu manajemen dalam
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menghadapi persoalan-persoalan dengan stakeholder, harus mampu
mencarl falan kelusr melalui upaya-upaya terencana dan sistematis
dengan mengembangkan komunikasi sirategis. Proses manaemen
huhungan masyarakal dalam pelaksanaan prinsip FPIC perlu dilakukan
untuk mendapat ijin operasi melalui pengembangan program hubungan
dengan komunitas masyarakat pribumi.

Pendekatan persuasif dan pembuatan program pada masyaraka
dapat dirancang mengacu pada teort proses manajemen Public Relations
tari Center & Broom (2001;320). Langkah-langkah proses mencakup :a)
Pendefinisian masalah {defining problems ) yang mencakup penyelidikan
dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang
terkait dun terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan kegiatan {proyek).
o b1 Perencanaan dan pembuatan program (Planeing ¢ Programming)
mencakup keputusan terkait program,strategi tujuan, rencana tindakan
dan komunikasi, takiik dan sasaran dari program kegiatan (provek)
vang akan dikembangkan berbasis pada hasil temuan pada temuan
masalah. ¢] Berkomunikasi dan melaksanakan kegiatan (Action and
Commurnication) mencakup implementasi rencana tindakan komunikast
vang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telab ditetapkan |
dan d} Evaluasi { Evaluation) mencakup penilaian terhadap persiopan,
implementasi dan hasil kegialan yang telah dilaksanakan.

Pendefinisian Masalah

Pada tahap pendefinisian masalah, pelaku wsaha/provek harus
mencari fakta-fakta dan data-data terkain dengan karakter, budaya,
norma masyarakat, dan hal-hal revan  dimana kegiatan usaha atay
proyek akan dilakukan. Identifikasi  masyarakat dalam kepentingan
pelaksanaan FPIC menurut Food and Agriculture Organization (FAQ)
meliputi : a). identifikasi anggota kelompok-kelompok budaya pribumi
yang berbeda dan dan pengakoan dari kelompok lain b). Habitat-habitat
yang berbeda secara geografis atau wilayah-wilayah leluhur dalam area
kegiatan/proyek serta sumber daya alam dalam wilayah habitat-habital
dan wilayah-wilayah tersebut.;c)Lembaga adat budays, lembaga-lembaga
ckanomilembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga politik yang
terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan.;d). Bahasa pribumi
yang seringkali berbeda denpan bahasa resmi Negara atau daerah
{Cholchester & Chao, 2014:9).
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Hasil identfikasi  masyarakat  lersebul  kemudian  dianalisis
dan dipadukan dengan konsep rencana pembangunan usaha untuk
menemukan  peta persoalan yang akan dibadapl dalam rangka
melaksanakan prnsip-peinsip FPIC Pemetaan masalah yvang batk
akan membert peluang untuk melakukan pendekatan terbaik dalam
mewujudkan prinsip-prinsip FPIC pada kegiatan usahafatsu proyek vang
akan dikembanghkan, Selanjutnva peluang-peluang vang ada dijadilan
landasan dalam perencaan program, '

Perencanaan dan Pemrograman

Perepcanaan program yang dibuat dalam melaksanakan prinsip:
prinsip FPIC dilakukan berbasis pada analisis peluang yang 1elah
dilukulkan sehelumnya, Program yang dibuar harus mempunyal sasaran
dan tujuan yang jelas terkan FPIC, Sangat dimungkinkan bahwa pelaku
uszha/proyek akan menghadapt lebih dari satu kelompok masyarakal
pribumi dengan adat budaya, karakter dan kepentingan yang berbeds-
keda. Tantangan humas sebagai praktisi komunikasi adalah mengelola
perhedaan-purbedmn vang ada untuk menentukan rumusan progran
tindakan dan komunikasi pada masing-masing kelompok komunitas.
Kompleksitas masyarakat yang dihadapl akan menentukan rencana
program yang dibuat, termasuk  persiapan hinancial, periode program.
dan sumber daya manusia vang dterjunkan dalam pelaksanaannva.

Pelibatan sumber daya manusia yang sesuai mernpakan bagian dari
pemecahan persoalan dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC,
sehingga sangat dimungkinkan untuk melibatkan konsultan: konsultan
ahli yang relevan.Praktisi humas dalam hal inl mempunya: dua peran
yang akan dijalankan yatu sebagal bagian darl tim manajemen yang
mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan program (preblem solving
process facilitator), dan sekaligus sebagai fasilitator komunikasi antara
manajemen  dan  masyarakal  pribumi  (commrunication  facilitator).
Mengacu pada pedoman REDDW, kebutuban sumber dava dan waktu
ditentukan oleh komponen-komponen antara lain :a) Jumlah para
pemegang hak yang perlu diberi informasi dan berpartisipasi dalam
musyawarah mufakat; b) Sebaran geograhs dan aksesabilitas mereka. ; ¢}
Efektifitas kepemimpinan dan kohesifitas sosial yang ada; d) Keterwakilan
dari kepemimpinan yang ada dan akses techadap pengambilan keputusan
oleh perempuan kelompok-kelompok rentan lain; e} Siapa yang
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bertanggungjawab untuk memberitabu masyarakat luas di luar tokoh-
tokoh yang mewakilt. ; 1 Efektifitas proses pada tingkat ketidaksepakatan
pada masyarakat lerhadap proyek: gl Akses terhadap telepon, radio dan
media elektronik: by Tinghkat melek huruf dan pendidikan, |} Hambatan
waktu untuk menghadiri pertemuan atau akses techadap acar-acara
vang berkaltan dengan penyampaian informasi; j) Tingkat minat untuk
berpartisipasi agar mendapat informasi yang cukup ; k) Kesediaan dan
cfektifitas para perantara (L5M, para ]'I{"I'I:ilfﬂ.,'i]“‘l narasumberl: dan 1
Kerersediaan fasilitasi nasehar independen dan mutu fasilitas tersebul

Program tindakan awal dalam proses pelaksanaan FPIC adalah
mielakukan kegatan sosialisas: terkait rencana pembangunan usaha atau
proyek kepads masyarakat. Keglatan sosialisasi ini tentu harws dirancang
sedemikian rupa agar mendapat respon positif dari masyarakat pribumi
terhadap proyek yang akan dikerjakan. Hal ini menyangkut persiapan
tempat, waktu, pemilihan wakil-wakil masyarakat vang akan menjadi
representasi dari komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi sasaran
Progriem.

Selain  program  tindakan, pelaku  usaha/provek  juga  harus
mempersiapkan rencana komunikasi yang mempunyai 2 tujuan yaita
pesan yang disampaikan dapat diterima denpan mudah oleh masyarakai
dan adanya pertukaran makna yang diterima secara sempurna sehinggs
meminimalsan tngkat kesalahpahaman dalam interaksi, Agar tujuan
tercapal dengan bak, pelaku usahafproyek harus mempersiapkan
komunmikator, rancangan pesan yang sesuai dan pemiliban media yang
tepat. Kemunikator harus mempunyai kompetensi yang baik terkait
penguasaan informasy, kemampuan bahasa (lermasuk babasa lokal),
serta metode komunikasi vang sesual. Humas dalam hal ing tidak selalu
menjadi komunikator (nara sumber) dalam kegiatan sosialisasi ataupun
konsultasi publik jika dirasa ada akwor lain yang lebih menguasai
informasi dan mempunyal kemampuan komunikasi yang baik. Humas
bisa saja sebagai moderator (conrrurnication factlitator).

Perancangan pesan dan metode penyampaian disesuaikan dengan
karakier demografis masyarakat sehingga informasi mudah diserap dan
difahami. Metode mengacu pada cara penyampaian pesan yang paling
sesuzi dengan kondisi masyarakal, dalam hal Ini termasuk ketepatan
dalam pemilihan media. Pada masyarakal yang tingkat melek hurufnya
tinggi, berpendidikan, dan punya akses media yang cukup, sosialisasi
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dan konsultasi tidak harus dilakukan melalui komunikasi tatap muka,
tapi mengpunakan media-media yang sesuai.

Pada tahap ini, rencana evaluasl juga harus disiapkan s
mengukir tingkat keberhasilan program dalam melaksanakan prinsip-
prinsip FPIC.Rencana evaluasi yang sesuai akan memberi standar
keberhasilan pada masing-masing tahap yang dibuat.

Tindakan and Pengkomunikasian

lindakan dalam tahap ini mengacu dengan program vang telah
direncanakan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi rencana usaha/proyek
menjadi titik awal dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC.
Maleri informasi harus disiapkan selengkap mungkin untuk memberikan
pectimbangan rasional pada masyarakat dalam mengambil sikap maupun
keputusan.

Materi informasi yang harus disampaikan pelaku vsaha {proyek)
pada masyarakat pribumi sebagai pertimbangan  persetujuan dan
pengambilan keputusan, menurut Redd+  dalam Anderson (20112 16)
minimal mencakup ; a) Sifat, ukuran, dan cakupan kegiatan (provek) yang
abean dilakukan ; b} Alasan atau tujuan provek dan/kegiatan ; ¢} Jangka
wakiw provek/kepiatan; d) Lokasi yang akan terkena dampak proveks
kegaatan ; e) Kajian awal tentang dampak ekonomisosial, budaya, dan
lingkungan yang mungkin timbul, termasuk resiko sosial dan pembagian
keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip
kehatihatian ; f) Orang-orang vang akan terlibal dalam pelaksanaan
provek/kegintan yang diusulkan (termasuk masyarakat adat,staf sector
swasta, lembaga penelitian, pegawal pemerinizh serta unsur faim yang
relevan ; g} Prosedur proyek/kegiatan,

Bilamana informasi yang disajikan terasa kurang, masyarakat berhak
meminta  informasi tambahan sepertl pemilik usaha/proyek, sponsor
dara proyek atau partner usaha yang dilibatkan. Kewajiban pelaku usaha
untuk menyediakan tambahan informasi yang diminta masyarakat.
Jika informasi tambahan masih dianggap kurang, masyarakat herhak
memperoleh mengakses informasi dari pihak lain yang relevan sampai
dengan informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk mengambil
keputusan ataupun melakukan komunikasi lebih lanjut atau negosiasi.

Komunikasi negosiasi meropakan tabap paling kritis terkait
pencapaian persetujuan tentang konsep dan pelaksanaan usaha/proyek.
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Dalam tahap ini, pelaku usabha melalw representasinya harus mampu
meyakinkan masyarakat tentang antisipasi dampak operasional usaha
dan manfaatnya bag masyarakat serempar, Selain iwa, Pengkomunikasian
inteemas: tdak hanya dilakukan pada para wakil atau tokoh-lokoeh
masvarakat saja tapi juga pada masyarakat luas schingga perlu ada
Lesepakatan tentang tanggungiawab penyebarluasan informasi terscbut.

Proses negosias: sebagal tindak lamut dari sosalisasl harus bisa
memperiemukan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakal
dalam satu kesepakalan sehingga mencapal persctujuan. Persetujuan
masvarakal terhadap sebuah rencana kegiatan usaha (provek) mencakup
antara lain : a) Persetujuan untuk membabas ide kegistan (proyek]} yang
akan berdampak pada masyarakat setempat ; b} Persetujuan terhadap
tinghkat keterfibatan atau partisipasi masyarakat dalam keglatan (proyek)
; ) Persetujuan atas pelaksanaan kegiaten (proyek).

Tantangan humas dalam tahap ini adalah bagaimana membern:
pemahaman terhadap  wakil-wakil masyarakat  terhadap prinsip
manfaat dari keberadaan wsahafproyek yang okan dikembangkan
secara berkelanjutan. Selain itw, humas juga harus bisa meyakinkan
para pengambil keputusan dalam organisasi usaha/provek untuk mau
mengertt kepentingan-kepentingan masyarakat termasuk melindungi
hak-hak vang dinuliki masyarakat pribumi sehingga terjadi penyesuaian-
penvesuatan kebijakan di kedua belah pihak. Dalam halini. penumbuhan
rasa percaya dianfara kedua belah sangat penting schingga untuk
memperkuat peluang persetujuan operasi darl komunitas. Sebagaimana
syarat yang diusulkan oleh olel Thomsoen & Boutillier, penghormatan
techadap porma lhukum, sosial, dan budaya memadi aspek yang
menjadi pertimbangan dalam menumbuohkan kepercayaan selain faktor
kredibitas. Kepercayaan yang terbangun dengan baik merupakan modal
kuat dalam menjalin relasi jangka panjang untuk kepentingan bersama,

Evaluasi

Kegiatanevaluasimencakup peninjavanterhadap proses pelaksanaan
FPIC dari mulai pendefinisian masalah sampal dengan pelaksanaan
tindakan dan komunikasi berbasis pada perencanaan program. Tahap
ini juga mengukur wumpan balik masyarakat terhadap kegiatan maupun
komunikas: yang telah dilakukan, Hasil evaluasi tersebut kemudian
digunakan uniuk melakukan penyesualan-penyesuaian yang diperlukan
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uniuk mencapai tujuan secara maksimal. Evaluasi dalam konteks proses
bukan hanya meprinsip hasil akhir program vang telaby selesal, tapi
juga meprinsip laporan perkembangan pada tabap tabap yang sedang
berfalan, Respon terhadap wmpan balik secara cepal merupakan salah
satu kunct penting dalam pencapaian kesepakatan oleh karena tahap
negosiasi merupakan proses yang paling lamza dalam memperoleh
kesepakatan. Evaluasi pada program pelaksanaan prinsip-prinsip FPicC
vang belum berhasil harus ditindaklanjuti dengan program berikutnya.
Program lanjutan barbasis pada evaluasi yang beik dan benar akan
memberi peluang vang lebib baik dari proses sebelumnya.

Pada pelaksanaan proses program FPIC yang berhasil, persetujuan
masyarakat akan dibndaklanjuti dengan perjanjian yang berisi kesepakatan-
kesepakatan dari hasil negosiasi Kesepakatan-kesepakatan terscbut dalam
pelaksanzannya juga memeriukan pengawasan dari masyarakat, Dalam
konteks hubungan dengan komunitas, organisasi yang telah mendapat
jjin operasi dari masyarakat harus senantiasa menjage komitmen dalam
melakesanakan kesepakatan yang telah dibuat dan menjadikan masyarakat
sebagai mitra yang akan memberikan kontribusi dalam pengembangan yang
berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Tantangan praktisi humas dalam hal
ini adalah menjaga dan mengembangkan hubungan dengan masyarakai
berbasis komunikasi timbal balik yang seimbang

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam pembahasan, beberapa kesimpulan
yang dapat diambil antars lain : a) Penegakan prinsip-prinsip free, prior,
and informed consent harus dilakekan untuk memperoleh ijin operasi
dari masyarakat pribumi ; b) Proses pelaksanaan prinsip-prinsip FPIC
terhadap masyarakat pribumi dilakukan sebelum usaha/proyek dimulai,
aleh karena itu dibutuhkan tim kuat yang terdiri dari para pengambil
keputusan, ahli-ahli yang relevan dengan bidang usaha/proyek |
termasuk ahli-ahli sosial kemasyarakatan ; ¢) Humas sebagai bagian
dari tim penanganan proses FPIC berperan sebagai problem solving
process facilitator dan communivation facilitator ; d) Proses pelakzanaan
prinsip-prinsip FPIC yang berhasil bulan berarti program berhentl
setelah  persetujuan disepakati dan usahalproyek beroperasi, humas
harus senantiasa menindaklanjuti dengan program untuk membangun
hubungan dengan komunitas masyarakat secara berkelanjutan
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